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Upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama 
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam upah 
mengupah harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. 
Sistem upah mengupah yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya akan 
mengakibatkan tidak sahnya akad upah mengupah. Dalam praktiknya antara 
pemilik kebun dengan pekerja buruh kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung 
Surian Kabupaten Lampung Barat, terjadi kerja sama dalam hal pemanenan kopi 
dengan sistem pembayaran upah yang ditangguhkan hingga kering kopi. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara pembayaran upah buruh 
setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten  
Lampung Barat dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran 
Upah Buruh Setelah Kering Kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian 
Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
cara pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan 
Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana cara pembayaran upah 
buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian 
Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field Research), yang bersifat deskriptif analisis. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan 
pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa  praktik pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras 
Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan 
hukum Islam karena ada salah satu rukun dan syarat upah yang tidak terpenuhi, 
yaitu ujrah (upah) pekerja. Pembayaran upah tersebut tidak secara langsung 
melainkan dengan cara penanguhan pembayaran diakhir masa kering kopi, 
sedangkan untuk mengeringkan kopi butuh waktu paling lama dua minggu dengan 
cuaca yang panas, sedangkan jika musim hujan biasanya menghambat keringnya 
kopi dan juga upahnya  kurang sesuai. Selain karena upah yang ditangguhkan, 
upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas karena harus menunggu kering 
kopi terlebih dahulu. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembayaran upah 
buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian 
Kabupaten Lampung Barat tidak diperbolehkan. Karena adanya rukun dan syarat 
upah yang belum terpenuhi, yaitu pembayaran buruh yang ditangguhkan sampai 
biji kopi kering yang tidak jelas kapan waktunya. Sehingga pembayaran upah 
tersebut mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam waktu pembayaran 
upah buruh pemetik biji kopi, selain itu praktik tersebut mengandung 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai langkah awal guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas 
dan memudahkan untuk pembuatan proposal ini. Maka perlu adanya suatu 
penegasan arti  dan makna dari beberapa istilah yang berhubungan dengan 
tujuan skripsi ini. Dengan penjelasan ini diharapkan tidak ada kesalah 
pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 
disamping itu langkah ini merupakan suatu proses penekanan pada pokok 
permasalahan yang akan dibahas. 
Pada  sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi 
ini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah 
Kering Kopi” (Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung 
Barat). Untuk itu perlu diartikan pengertian dari istilah-istilah judul di atas 
sebagai berikut: 




2. Hukum Islam yaitu hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 
manusia atas nash Al-Quran maupun Al-sunnah untuk mengatur 
                                                             
1
Dapartemen Pendidikan Nasional, kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi 
empat, (Jakarta:  Gramedia Pusaka Utama,2008), h.1470. 
2 
 
kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap 
zaman (waktu) dan ruang manusia.
2
  
3. Upah yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang 
telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
3
   
4. Buruh yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan 
upah dari hasil kerjanya.
4
   




Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dari skirpsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah 
Buruh Setelah Kering Kopi”(Studi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian 
Kab. Lampung Barat) adalah untuk mengetahui cara pembayaran upah buruh 
setelah kering kopi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. 
B. Alasan Memilih Judul  
      Ada beberapa alasan mendasar dilakukan penelitian ini, yaitu: 
1. Alasan objektif  
a. Mengingat sangat banyak kebutuhan manusia sekarang ini yang 
berkembang pesat maka banyak pula persoalan yang terjadi didalam 
muamalah sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada 
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 Said Agil Husin Al-munawar,  Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: 
Penamadani, 2004), h. 06. 
3
Khumedi Ja’far,  Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet 
Publishing, 2014), h. 149. 
4
Dapartemen Pendidikan Nasional, kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi 
empat…., h. 227. 
5
Ibid., h. 732. 
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zaman sekarang ini, lebih spesifiknya ingin mengetahui cara 
pembayaran upah buruh setelah kering kopi.   
2. Alasan subjektif 
a. Disamping itu ada juga relevansinya dengan disiplin ilmu yang 
penulis pelajari di Bidang  Muamalah Fakultas syari’ah UIN Raden 
Intan Lampung.  
b. Topik yang dibahas merupakan hal yang terjadi pada masyarakat 
Desa Ciptawaras yaitu di wilayah Kec. Gedung Surian, Lampung 
Barat.  
C. Latar Belakang 
 Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang 
telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi 
serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai 
pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, 
hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk 
menghindari terjadinya masalah antar berbagai kepentingan, kaidah hukum 
yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat 
disebut dengan hukum mu’amalah. 
 Salah satu bentuk hukum mu’amalah yang sering terjadi adalah kerjasama 
antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang 
lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan 
pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling 
memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. 
4 
 
Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah Ijarah 




Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan 
yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Wahbah Al-Juhaili 
mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam I’lam Al-Muwaqi’in bahwa manfaat 
sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal fasid 
(rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Quran, As-Sunah, ijma’ 
maupun qiyas yang sahih. Menurutnya benda yang mengeluarkan suatu 
manfaat sedikit demi sedikit asalnya tetap ada, misalnya pohon yang 
mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat 
sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu 
atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan 
demikian sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang 
mengeluarkan suatu manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan 
suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.
7
 
Upah atau ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan menganai makna 
operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad berpendapat bahwa ijarah berarti 
upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat 
upah-mengupah, yaitu mu’jir dan musta’jir (yang memberikan upah dan yang 
menerima upah).
8
 Upah dan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting di 
                                                             
6
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata), (Yogyakarta,Uii,  
2004), h.11.   
7
Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.  
8
Hendi Suhendi,  Fiqih Muamalah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h.113.  
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dunia. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat persentase para buruh yang bekerja 
pada masing-masing sektor. Oleh karena itu, menurut syara’ ijarah adalah 
suatu akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang dipinjamkan dengan 
membayarkan upahnya.
9
 Begitu juga dengan buruh di lampung Barat. Secara 
umum penduduk di Lampung Barat menggantukan hidupnya sebagai tenaga 
kerja atau buruh. 
Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh.
10
 
Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran surat (Al-Thalaq:6) 
 فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم فَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنّ 
Artinya: “Jika telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 
mereka.”(QS. At-Talaq : 6) 
 
Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis adalah:  
ِد  ي ِع َس ُن  ْب ُب  َوْه ا  َن  َ ث دَّ َح يُّ  ِق ْش َم دِّ ل ا ِد  ي َوِل ْل ا ُن  ْب ُس  بَّا َع ْل ا ا  َن  َ ث دَّ َح
ْن  َع َم  َل ْس َأ ِن  ْب ِد  َزْي ُن  ْب رَّْْحَِن  ل ا ُد  ْب َع ا  َن  َ ث دَّ َح يُّ  ِم َل سَّ ل ا يََّة  ِط َع ِن  ْب
لَُّه  ل ا لَّى  َص لَِّه  ل ا وُل  َرُس َل  ا َق َل  ا َق َر  َم ُع ِن  ْب لَِّه  ل ا ِد  ْب َع ْن  َع ِه  ي ِب َأ
هُ  ) رواه  ُق رَ  َع فَّ  ََيِ ْن  َأ َل  ْب  َ ق َرُه  ْج َأ رَي  ْْلَِج ا وا  ُط ْع َأ لََّم  َوَس ِه  ْي َل َع
 ابن ماجه (
      Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin 
Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami 
                                                             
9
Ulin Nuha, Buku Saku Fiqih Mazhab Syafe’I (Yogyakarta: Al Barokah, 2014), h. 43. 
10
 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia…., h. 149. 
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['Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin 
Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:" 




Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup 
berkecukupan tanpa hidup berujarah dengan manusia lain. Karena itu, 
boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk 
aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu 
pihak atau saling meringankan, serta termaksud salah satu bentuk tolong-
menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk 
memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah 




Berkaitan dengan hal ini di Desa Ciptawaras, Kec. Gedung Surian  
adalah sebuah  Desa yang sebagai besar wilayahnya merupakan lahan 
perkebunan yang berupa perkebunan kopi. Sistem pengupahannya setelah 
kering kopi sedangkan untuk mengeringkan kopi butuh waktu paling lama 
2 minggu dengan cuaca yang panas, sedangkan jika musim hujan biasanya 
menghambat keringnya kopi.  
Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh di wilayah Desa Ciptawaras  
pengupahan buruh dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang 
sama yakni pengupahan pengambilan kopi menunggu waktu selesai 1 
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bidang kebun baru dikilang. Penanguhan pembayaran upah buruh seperti 
ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara 
seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan 
telah terjadi kesepakatan (akad), pemilik kebun hanya cukup meminta 
bantuan kepada buruh kopi, kemudian para buruh mulai bekerja mulai 
bekerja dari pagi sampai sore. Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai 
masa kerjanya hingga selesai, para buruh bekerja menurut aturan dan 
permintaan dari pemilik kebun seperti pengambilan biji kopi yang sudah 
tua, upah buruh di berikan setelah kering kopi.  
Para buruh kopi disamping mendapatkan imbalan atau upah dari hasil 
dari panen kopi, juga mendapatkan bagian upah dari hasil kerjanya yang 
dihitung sistem harian, seperti satu hari penuh, setengah hari, dan 
seterusnya. Masa kerja dalam satu hari penuh biasanya dihitung dari pukul 
7 pagi sampai pukul 3 sore di potong  masa istirahat Dzuhur, setengah hari 
dihitung dari mulai pukul 7 pagi hingga waktu Dzuhur tiba. 
Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara layaknya atas upah timbul dari perjanjian 
kerja, dan merupan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara 
konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat 2 Undang-
undang Dasar Nergara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan: 




Pada pasal 28 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 menetapkan: 
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum; 
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
13
  
Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena 
tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pembayarannya tidak 
secara langsung melainkan dengan cara penanguhan pembayarannya 
diakhir masa kering kopi. Dilain pihak buruh juga terkadang sering 
mengurangi jam kerja yang telah ditentukan baik sepengetahuan atau tidak 
dari pihak majikan atau pemilik kebun. 
Namun permasalahan yang sering terjadi ketika saat pembayaran 
buruh kopi biasanya harus menunggu kering kopi sedangkan untuk 
mengeringkan kopi butuh waktu paling lama 2 minggu dengan cuaca yang 
panas, sedangkan jika musim hujan biasanya menghambat keringnya kopi 
dan juga upahnya  kurang sesuai.  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulisan 
untuk lebih tahu mendalam tentang pembayaran upah buruh kopi setelah 
kering kopi. Penyusun menuangkan dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum 
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Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi”(Studi di 
Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat). 
D. Fokus Masalah/Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam skripsi ini berfokus kepada sistem pembayaran  
upah buruh setelah kering kopi, apakah sudah sesuai dengan syarat Islam yang 
benar atau belum.  
E. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa 
Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah buruh 
setelah kering kopi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. 
Lampung Barat? 
F. Tujuaan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas bisa diambil tujuan dan kegunaan 
penelitian sebagai berikut.  
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk mengethui pelaksanaan pembayaran upah buruh setelah kering 
kopi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian Kab. Lampung Barat.  
b.  Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah 
buruh setelah kering Kopi di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian 
Kab. Lampung Barat. 
2. Kegunaan Penelitian  
10 
 
a. Secara teoritis penelitian ini sangat berguna untuk masyarakat, karena 
wawasan dan ilmu mengenai tentang sistem pengupahan (ijarah) terus 
berkembang di masyarakat, juga diharapkan mampu untuk 
memberikan suatu pemahan mengenai sistem pembayaran upah 
(ijarah) yang sesuai dengan syariat hukum Islam.  
b. Secara peraktis, penelitian ini bermaksud untuk memenuhi syarat tugas 
akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas syar’iah Universitas 
Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian 
a. Secara teoritis, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan pemahaman mengenai praktik upah buruh kopi dalam 
pandangan hukum islam. Serta memberikan pemahaman dan pengetahuan 
apakah praktik upah buruh kopi menciptakan kemasalahan bagi pemilik 
kebun dan buruh.  
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas 
Syariah UIN Raden Intan Lampung.  
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 
tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu. Cara ilmiah, 
data, tujuan, dan kegunaan. 
1. Jenis dan sifat penelitian  
11 
 
a. Jenis penelitian  
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field reseach 
yaitu suatu penelitian yang mengangkat data yang ada di lapangan 
dengan kejadian yang  sebenarnya
14
, yang relevan dengan masalah 
yang diangkat untuk penelitian.  
b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskiptif analisis, yaitu penelitian yang 
dilakuka dengan tujuan untuk mendeskripsikan satu atau lebih variabel 
tanpa perlu membandingkan atau mencari hubungan antarvariabel dan 
untuk mengambarkan mengenai pemberian upah buruh setelah kering 
Kopi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang fakta atau populasi 
tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat.
15
    
2. Jenis dan sumber data  
a. Data primer  
Data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat 
melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain).
16
 Data 
primer ini di dapat dari buruh di Desa Ciptawaras Kec. Gedung Surian 
Kab. Lampung Barat. Data primer pada penelitian ini adalah pemilik 
kebun kopi dan buruh pekerja pemetik kopi. 
b. Data sekunder  
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Data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya 
diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses 
pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintahan maupun swasta, 
misalnya: badan pusat statistik, survei riset Indonesia, dan lain-lain).
17
 
3. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
18
 Mengingat populasi yang ada dilapangan hanya 
berjumlah 30 orang maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
Sehubung dengan populasi yang ada, terdapat beberapa orang yang sudah 
berpindah tempat dan ada yang telah meningal dunia, sehingga tidak 
dimungkinkan semua populasi menjadi obyek penelitian.  
Berdasarkan penjelasan diatas maka, yang akan menjadi populasi 
dalam penelitian ini meliputi 5 orang pemilik kebun, dan 15 orang buruh.   
4. Metode pengumpulan data  
a. Observasi  
Observasi merupakan penelitian kualitatif dengan metode 
obsevasi menggiring pengamat ke dalam kompleksitas 
fenomenologidari dunianya, dimana hubungan (koneksi), kerelasi dan 
penyebabnya dapat dikenali, dan tidak dibatasi oleh adanya kategori 
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b. Wawancara  
Merupakan tehnik pengumpulan data apabila ingin melakukan 
studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
20
 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan 
masalah variable, yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.
21
 Dokumentasi pada 
penelitian ini berupa data-data tentang desa, berupa data kependudukan 
desa. 
5. Metode pengolahan data  
a. Editing  
Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti 
jawaban, jawaban responden sudah lengkap apa belum, menyesuaikan 
jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam 
rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, ke semuanya.
22
 
b. Sistemazing  
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Sistemazing adalah menempatkan data menurut kerangka 
sistematika Bahasa berdasarkan urutan masalah.
23
 
6. Metode analisis data  
Analisis yang di gunakan adalah penelitiaan kualitatif karna teknis 
analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab 
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A. Akad dalam Islam 
1. Pengertian Akad 
Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah 
masalah akad (perjanjian). Akad sebagai mana salah satu cara untuk 
memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan 
harus ditegakan isinya.
25
 Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) 
atau perjanjian kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai 
komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.
26
 
Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, 
Syafi’iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia 
untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak 
seperti waqaf, pembebasan, talak, atau bersumber dari dua pihak, 
seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn.
27
 Sedangkan menurut para 
ulama fiqh, kata akad di definisikan sebagai hubungan antara ijab dan 
Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya 
pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.
28
 
Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah 
memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik 
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pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan 
demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan Kabul yang 
menunjukan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat 
hukum terhadap objek yang diadakan.
29
 
2. Dasar Hukum Akad 
Ibnu Tarimiyah dalam al-fatwa al-kubra’ sebagaimana dikutip 
Hannan binti Muhammad Husein Jastaniah berpendapat bahwa 
sesungguhnya “akad” itu harus ditepati karena syara’ sendiri 




Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang 




a. Surat Al-Maidah [5] : 1 
               
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” 
(QS. Al-Maidah [5] : 1)
32
 
b. Surat Al-Imran [3] : 76 
                   
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Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah 




c. Surat Al-Anfal [8] : 58 
 
                        
         
Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan 
dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada 
mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak 




3. Rukun Akad 
Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi rukun akad yang 
merupakan unsur akad. Rukun akad tersebut antara lain yaitu:  
a. Subjek akad (aqad) 
      Orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri 
dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang misalnya 
penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak 
satun orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada 
pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
35
  
b. Pelaku akad (Shighat al-aqad) 
       Ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelsan yang keluar dari 
salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya 
dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang 
keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya 
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 Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah 
bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan 
pembeli dalam membeli suatu sesuatu terkadang tidak berhadapan, 
misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli 
mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima 
majalah tersebutb dari petugas pos. 
Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini: 
1) Ahliyah (kompetensi) yaitu biasa melaksanakan kewajiban dan 
mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis 
kompetensi: 
a) Ahliyah wujub yaitu pelaku akad berkompeten untuk 
menunaikana kewajiban dan mendapatkan hak.  
b) Ahliyah ‘ada yaitu pelaku akad berkompeten untuk 
melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat. 
2) Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi 
(dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar’i.
37
 
a) objek akad (Al-ma’qud’alaih), ialah amwal atau jasa yang 
dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
38
 
Adapun syarat objek akad, yaitu: 
(1) harus legal 
(2) Bisa diserahterimakan pada waktu akad  
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(3) Diketahui oleh seluruh pihak akad  
(4) Terjadi ketika akad  
b) Tujuan pokok akad 
       Maudhu’al-‘aqd atau akibat hukum kontrak merupakan 
salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap 
kontrak. Yang dimaksud dengan Maudhu’al-‘aqd adalah 
tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakuakan (al-maqshad 
al-ashli alladzi syuri,a al-‘aqd min ajlih).
39
 Tujuan akad itu 
jelas dan diakui syara’ dan tujuan akad itu terkait erat 
dengan berbagai bentuk yang dilakukan.
40
 Namun akad 




4. Syarat Akad   
a. Aqid (subjek akad)  
      Disyaratkan bagi subjek hukum adalah balig dan berakal atau 
memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum 
merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu 
perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatanya. Begitu pula orang yang cakap hukumlah yang bisa 
dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah dan punya 
implikasi hukum.  
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b. Ma’qud’alaih (objek akad) disyaratkan:  
1) Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad, maka tidak sah 
melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada 
(bai’ma’dum) seperti jual beli ijon. Namun menurut pendapat 
ibnu Qayyim dan sebagian pengikut Imam Hanbali bahwa 
objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi 
boleh tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri-ciri 
barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan 
gharar. Ibnu Qayyim juga berkata bahwa illat pelarangan 
bai’ma’dum bukan karena barangnya tidak ada ketika akad 
namun karena gharar. Gharar yang dimaksud disini adalah 
sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan baik barang itu ada 
pada waktu akad ataupun tidak.  
2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syari’at, maka 
tidak seperti jual beli khamar/miras dan narkoba.  
3) Dapat diserahterimakan, maka tidak sah melakukan akad 
terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan seperti 
jual beli burung di udara. 
4) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang 
berakad keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini 
menurut para fuqaha’ adalah untuk menghindari terjadinya 
perselisihan antara para pihak yang berakad. Hal ini 
berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadis nabi 
21 
 
yang melarang bai’ gharar dan bai’majhul (jual beli dengan 
komoditi yang tidak diketahui). 
5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi  
ataupun imateri, artinya jelas kegunaan yang terkadang dari 
apa yang diakadkn tersebut. 
c. Sighat Akad 
       Merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang atau lebih 
yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin 
mereka yang melakukan akad. Sighat terdiri dari ijab dan qabul. 
Ijab merupakan pernyataan yang menunjukan kerelaan pihak yang 
menawarkan atau mengawali akad. Maka penawaran dalam jual 
beli dinamakan ijab, baik berasal dari penjual maupun pembeli. 
Bila penjual mengawali dengan perkataan “saya jual” dinamakan 
ijab, atau pembeli yang mengawali dengan perkataan “saya beli” 
juga dinamakan dengan ijab. Sedangkan qabul adalah respons 
yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang 
berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai 
jawaban dari ucapan pertama. Qabul ada kalanya berasal dari 
penjual dan ada kalanya juga dari pembeli ketika akad 
berlangsung sebagaimana dalam ijab, misalnya dengan kalimat 
saya terima, setuju, atau deal. Ijab dan qabul disyaratkan 
memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
22 
 
1) Jelas menunjukan ijab dan qabul, artinya masing-masing dari 
ijab dan qabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari 
dua orang yang berakad.  
2) Bersesuaian antara ijab dan qabul, kesesuaian itu 
dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorng 
mengatakan jual maka jawabannya adalah beli atau 
sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dan qabul maka 
akad tidak sah. Bersambungnya antara ijab dan qabul. Ijab 
dan qabul terjadi  pada suatu tempat yang sama jika kedua 
belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang 
diketahui oleh pihak yang tidak hadir bersamaan. Atau pada 
suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir 
dengan adanya ijab.  
3) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu.42 
5. Jenis-Jenis Akad  
Para ahli fikih membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, 
yaitu: 
a. Akad yang legal (sah)  
1) Bentukan dasar akad yang legal, yaitu akad yang memenuhi 
unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/shighat, pelaku 
akad, objek akad dan tujuan akad). 
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2) Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat-
sifat yang dilarang oleh syara’.  
b. Akad yang tidak legal  
1) Bentukan dasar akaad yang tidak legal, yaitu akad yang tidak 
memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat 
akad/ shighat, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad. 
2) Sifat akad yang tidak legal, yaitu akad yang memiliki sifat-sifat 
yang dilarang syara’ seperti beberapa sifat akad yang 
menyebabkan sah dan tidaknya akad.  
Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan, bahwa legalitas suatu 
akad itu adakalanya terkait pada rukun dan syarat akad, dan ada 
kalanya terikat pada sifat-sifat yang harus dipenuhi.
43
 
6. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam  
a. Asas Ibadah (mabda’ al-ibadah) 
      Asas ibadah adalah asas umum hukum Isalam dalam bidang 
muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium 
“pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada alil 
yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang 
berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk 
tindakan-tindkan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah 
yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil 
Syariah. 
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b. Asas Kebebasan Berakad (mabda’ hurriyyah at-Ta’aqud) 
       Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip 
hukumyang menyatakan bahwa setiap orng dapat membuat akad 
jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah 
ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukan klausul 
apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan 
kepentingannya sejuh tidak berakibat makan harta sesame dengan 
jalan batil. 
c. Asas Konsensualisme (mabda’ ar-Radha’iyyah) 
        Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya 
suatu perjanjian cukup dengan terciptanya kata sepakat antara para 
pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. 
Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu 
bersifat konsensual. 
d. Asas Janji itu Mengikat  
      Dalam alquran dan hadist terapat banyak perintah agar 
memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih,”perinah itu pada 
asasnya menunjukkan wajib” 
e. Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawazun fi al-mu’awadhah) 
       Meskipun secara factual jarang terjadi keseimbangan antara 
para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam 
tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan 
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antara apa yang diberikn dan apa yag diterima maupun 
keseimbangan dalam memikul resiko. 
f. Asas Kemasalahan (Tidak Memberatkan)  
     Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang 
dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) 
atau keadaan memberatkan (masyaqqah). 
g. Asas Amanah 
      Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing 
pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak 
lainnya dan tidak dibenarkn salah satu pihak mengekploitas 
ketidaktahuan mitranya. 
h. Asas Keadilan  
Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua 
hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan 
perintah Alquran yang mnegaskan, “berlakulah adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa”
44
    
7. Berakhirnya Akad  
Akad dapat berakhir dengan sebab fasakh (pemutusan) atau 
kematian. Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan 
akad berakhir: 
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a. Berakhirnya akad dengan sebab fasakh. Akad fasakh karena 
beberapa kondisi:   
1) Berakhirnya akad dengan sebab fasakh (rusak). Apabila 
terjadinya akad fasid seperti jual beli majhul (objek jual beli 
tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli 
itu wajib di-fasakh-kan oleh kedua belah pihak atau hakim, 
kecuali bila terapat penghalang untuk men-fasakh-kan akad 
melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim. 
2) Fasakh dengan sebab khiyar (pilihan). Terhadap orang yang 
punya hak khiyar boleh men-fasakh-kan akad. Tetapi pada 
khiyar aibi (aib) kalua sudah serah terima menurut Hanafiyah 
tidak boleh men-fasakh-kan akad melainkan atas kerelaan atau 
berdasarkan keputusan hakim.  
3) Fasakh dengan iqalah (menarik kembali). Apabila salah satu 
pihak yang berakad merasa menyesal di kemudian hari maka 
dia boleh menarik kembali akad yang telah terlaksana 
berdasarkan kerelaan pihak lain.  
4) Fasakh karena tidak ada tanfiz (penyerah barang/harga). 
Misalnya pada akad jual beli barang rusak sebelum serah 
terima maka akad ini menjadi fasakh. 
5) Fasakh karena jatoh tempo (habis waktu akad) atau 
terwujudnya tujuan akad. Akad fasakh dan berakhir dengan 
sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya 
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tujuan akad. Seperti ijarah berakhir dengan habisnya waktun 
ijarah.  
b. Berakhirnya akad karena kematian  
      Akad yang berakhir karena kematian salah satu pihak yang 
berakad dianataranya adalah ijarah. Menurut Hanafiyah iajarah 
berakhir dengan sebab meninggalnya salah se orng yang berakad 
karena akad ini adalah akad lazim (mengikat kedua belah pihak). 
Sedangkan menurut para ulama selain Hanafiyah akad ijarah tidak 
berakhir dengan meninggalnya salah satu dari kedua orang yang 
berakad. Begitu juga dengan akad rahn, kafalah, syirkah, wakalah, 
muzara’ah dan musaqah. Akad ini berakhir dengan meninggalnya 





1. Pengertian Upah 
Upah menurut istilah terminologi, upah adalah mengambil manfaat 
tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-
syarat  tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran 
kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu 
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Upah atau Ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai 
makna operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang 
berjudul Fiqh Syafi’I, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-
mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat 
upah-mengupah, yaitu mu’jir dan musta’jir (yang memberikan upah 
dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai 
penerjemah Fiqh Sunnah karya sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah 
dengan sewa-menyewa.
47
 Dalam bahasa arab upah dam sewa disebut 
ijarah, Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang arti menurut bahasanya 




Menurut pengertian lain mengatakan Ijarah adalah perjanjian 
Sewa-Menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran 
sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan 
upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi’I 
Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang sendiri. Menurut 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu Lease contract dan 
juga hire contract. Karena itu, Ijarah dalam konteks perbankan syariah 
adalah suatu lease contract. Lease Contract adalah suatu lembaga 
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keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk 
sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat 
terbang, dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan 
pembebanan biaya yang sudah ditentukan  secara pasti sebelumnya.
49
 
Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat 
dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah 
hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan 
perundang-undang dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang 
tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup 
dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. 
Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber 
perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. 
Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan 
kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.
50
 
Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa 
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus 
diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh 
penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. 
Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, 
bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah 
kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. 
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Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah 
benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam 
hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.
51
 
Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang 
memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai 
perjanjian.
52
 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah 
adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 
bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan 
imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga 
yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. 
Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh Ulama 
fiqih, antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa ijarah ialah ”Akad untuk 
membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari 
suatu zat yang disewa dengan imbalan”. 
b. Menurut Ulama Malikiyah ijarah ialah: “Nama bagi akad-akad 




c. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah: 
“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat dengan imbalan, 
sama dengan menjual manfaat”.
54
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d. Para Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “ijarah yaitu suatu 
akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima 




Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah 
adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari 
seorang mua’jir oleh seorang musta’jir yang jelas dan sengaja dengan 
cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Jadi dapat dipahami 
bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam 
bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.
56
 
2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)   
a. Al-qur’an 
      Al-Qur’an menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran 
berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata 
qara’a, yang bisa dimasukan pada wajan fu’lan, yang berarti 
bacaan atau apa yang tertulis padanya.
57
 Dalam hukum Islam 
pengambilan hukum yang pertama adalah Al-Quran.    
      Ijarah atau upah dipahami sebagai sesuatu yang dijanjikan dan 
dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas 
manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat 
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digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan 
untuk pembayaran dalam ujroh.  
       Disamping itu ujroh haruslah sesuatu yang bernilai dan 
diperbolehkan syara’ dan harus diketahui jumlahnya. Ujroh yang 
disyari’atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 
dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang 
pantas menurut syara’ adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat 
keridaan antara kedua belah pihak.
58
  
      Dasar- dasar hukum atau rujukan ijarah/upah adalah Al-
Qur’an, Al-Sunnah dan Al-Ijma’. 
1) Al-Qur’an surat Al-Thalq ayat 6:  
                  
                     
Artinya:”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan 
Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 




      Dalam surat At-Thalaq ayat 6: allah memerintahkan 
kepadahamba-hambanya yang beriman agar membayar 
upah mennyusui kepada ibunya yang telah dicerai raj’i. 
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2) Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233:  
                  
                        
                  
                   
                    
                   
                        
      
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 
Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 





       Ayat diatas menegaskan bahwasannya penganugrahan 
rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata 
adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah 
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membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam 
kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya 
sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka 
dalam harta benda, ilmu, dan lain-lainatas sebagian yang 
lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing 
saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur 
kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka 
kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan 
duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagian 
duniawi dan ukhrawi. 
61
 
3) Al-Qur’an surat An-Nahl [16] ayat 97 
                      
                   
      
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 
laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, 
Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri 
Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 





      Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi 
mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan 
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imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu 
badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai 
amal saleh, dengan syarat perusahaanya tidak 
memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang 
yang haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang 
bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu 
imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.
63
 
b. Hadis  
      Hadis adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan 
persetujuan dari nabi muhammad yang dijadikan landasan syariat 
Islam. Hadis dijadikan sumber hukum selain Al-Qur’an, dalam hal 
ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-
Qur’an. 
      Selain itu ayat Al-Qur,an di atas, ada beberapa hadist yang 
menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan: 
 َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضي اللَُّه َعْنُه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قَاَل 
ٌة أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل أَْعَطى ِب ُُثَّ َغَدَر اللَُّه تَ َعاََل َثالثَ 
ُحرِّا فََأَكَل ََثََنُه َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَ ْوََف ِمْنُه وَََلْ يُ ْعِطِه  َوَرُجٌل بَاعَ 
 َأْجَرهُ 
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: allah 
ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh 
mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku 
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lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah 
merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan sesorang yang 
memperkerjakan pekerjaan kemudian pekerja iru menyelesaikan 
pekerjaaannya namun tidak dibayar upahnya.”
64
 
      Selain ayat dan hadis diatas, ijarah diperbolehkan berdasarkan 
kesepakatan ulama atau ijma. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan 
qiyas
65
, baik dalam bentuk dalam sewa-menyewa maupun dalam 
bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang 
dibenarkan. Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat, 
bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang 
ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada 
beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi 
hal itu tidak dianggap.
66
 
c. Ijma’  
       Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu 
hukum dalam agama berdasarkan Al-qur’an dan Hadist dalam suatu 
perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma 
bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia.
67
 
       Ibnu rusdy dalam kitab bidayah al-mujtahid, juga mengatakan 
bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh 
fuqaha negri besar dan fugaha masa pertama”. Al-Ijarah merupakan 
akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
                                                             
64
Isnaini Harapah, dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 8.  
65
Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 105. 
66
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13, Cet. Ke-1, (Bandung: Alma’arif, 1987), h. 7. 
67
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Cetakan Pertama (Jakarta: 2010), h. 145-146. 
37 
 




3. Rukun dan Syarat Upah   (Ijarah) 
a. Rukun Upah (Ijarah) 
      Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qobul, 




      Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, 
yaitu:  
1) Aqid (orang yang berakal)  
Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad 
sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah orang 
yang menerima upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah 
orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan 
musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 
(mengendalikan harta), dan saling meridhai.
70
 Allah swt. 
berfirman:  
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                     
                  
            
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)
71
 
       Disyaratkan kepada seseorang yang telah melakukan akad 
untuk mengambil manfaat suatau barang untuk dijadikan 
sebuah akad agar mencegah terjadinya perselisihan. Dan 
disyariatkan untuk kedua belah pihak dan dapat 
membedakan. Tidaklah sah suatu akad tersebut apabila yang 




2) Sighat  
      Yaitu orang yang melakukan ijab dan qobul (serah 
terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qobul atau cukup 
dengan ijab saja yang menunjukan qobul dari pihak lain 
(secara otomatis). Keinginan kedua belah pihak itu hal yang 
tidak nampak atau  tersembunyi, maka harus diungkapkan 
dengan sighat atau ijab qobul.  
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       Jika sudah terjadi ijab qobul sesuai dengan syarat-syarat 
sahnya, maka akad dan kesepakatan antara kedua belah pihak 
sudah terjadidan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan 
kewajiban yang disepakati dalam akad.
73
 
3) Upah  
      Yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam upah mengupah 
atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang 
diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun syarat-syarat 
dalam dalam pembayaran upah (ujroh) adalah sebagai berikut: 
a) Tidak berkurang nilainya.  
b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan 
upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.  
c) Adanya manfaat yang jelas.  
d) Ma’qud alaihi (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu 
yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada 
pekerjaan yang telah dikerjakan dengan beberapa syarat. 
Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini 
adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal.
74
 
4) Manfaatnya  
      Untuk mengontrak seorang musta’jir harus mengetahui 
bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenagany. Oleh sebab itu 
jenis pekerjaan yang harus dijelaskan, sehinga tidak pergi, 
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karena transaksi upah yang masih pergi hukumnya adalah 
fasid.
75
 Karena itu semua harta benda boleh diakadkan ijarah 




(a) Dalam sewa-menyewa harus diketahui secara jelas 
manfaat dari akad tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 
cara memeriksa atau pemilik memberikan informasi yang 
transparan tentang kualitas dan manfat barang tersebut. 
(b) Objek ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan 
diserah terimakan tidak mengandung cacat yang dapat 
menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah 
nya apabila harta benda masih dalam penguasaan pihak 
ketiga. 
(c) Objek ijarah berikut manfaatnya tidak boleh bertentangan 
dengan hikum syara’. Misalkan transaksi sewa-menyewa 
VCD pornografi maupun sewa-menyewa rumah untuk 
kegiatan maksiat maka tidaklah sah transaksi tersebut.  
(d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah 
benda. Maksudnya tidak dibenarkan sewa-menyewa atas 
manfaat suatu benda yang sifatnya tidaklah langsung. 
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Sewa-menyewa yang mengandung ketidak jelasan seperti 
sewa pohon mangga untuk diambil buahnya. 
(e) Objek ijarah yang dijadikan harta benda haruslah harta 
yang bersifat istihlahki, harta benda yang rusak atau 
berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makan tidak 
sah ijarahnya atasnya. 
b. Syarat upah (Ijarah) 
      Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah dapat dikatakan sah 
apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang 
berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-
syarat yang berlaku pada ijarah sebagai berikut:
77
 
1) Syarat terjadinya akad 
Syarat al-inaqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid 
yakni orang yang melakukan  akad, zat akad, dan tempat 
akad.
78
 Namun, tidak di syaratkan baligh. ini berarti para 
pihak yang melakukan akad ijarah harus sudah cakap 
bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat 
dipertanggung jawabkan. Maka tidak dibenarkan 
memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayiz, 
dan tidak berakal.  
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2) Keridhaan pihak yang berakad (An-taradin)  
Artinya kedua belah pihak yang berbuat atas kemauan 
sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan untuk melakukan upah 
mengupah atau sewa menyewa dengan paksaan dari salah satu 
pihak ataupun dari pihak lain.
79
 Hal ini berdasarkan firman 
Allah swt: 
3) Manfaat yang menjadi obyek al-ijarah  
Harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul 
perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan 
menjadi obyek al-ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak 
sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan 
menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan beberapa lama 
manfaat ditangan penyewa.  
4) Penjelasan tempat manfaat  
Manfaat tempat atau jasa yang disewakan hukumnya 
mubah secara syara’, seperti sewa buku untuk belajar, sewa 
rumah untuk ditinggali dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan 
untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara’. 
Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewakan seseorang 
untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. 
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4. Macam-Macam Upah  
Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, 
yaitu: yang bersifat manfaat atas suatau benda atau barang dan yang 
bersifat manfaatnya atas pekerja (jasa). Al-ijarah yang bersifat manfaat 
atas benda, umpamanya adalah sewa  menyewa rumah, took, 
kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang 
dibolehkannya syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh 
sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa (Zuhaili, al-
fiqh al-Islam wa Adillatuhu, 1997). 
Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara 
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah 
sseperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, 
dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, 
seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat 
serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya 
untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, 
dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, 
tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. 
Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas 
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karyanya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), 
seperti hak cipta, merk dagang, logo dan sebagainya.
81
 
5. Sistem Pengupahan dan Pembayaran upah  
  Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah 
mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah 
pihak mengenai waktu upah itu di berikan. Jika Ijarah adalah suatu 
pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada masa 
berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, sedangkan akad 
sudah berlangsung dan tidak disyariatkan dengan pembayaran dan 
tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib 
diserahkan upahnya secara berangsur sesui dengan manfaat yang 
diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafei’i dan Ahmad, 
sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu’jir 
menyerahkan zat barang yang disewakan kepada musta’jir, ia berhak 




Hak-hak menerima upah bagi seorang musta’jir yaitu: 
a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan maka berikanlah upah sebelom 
keringatnya kering.  
b. Jika menyewakan barang, maka uang sewaan yang dibayarkan 
ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain. Manfaat 
barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.  
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6. Berakhirnya Upah 
 Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir 
apabila:  
a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau celana yang 
dijahitkan hilang.   
b. Pembatalan akad  
c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berkhir.  
d. Menurut jumhur ulama unsur-unsur yang boleh membatalkan akad 
ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang 
dituju dalam akad itu hilang. 
C. Tinjauan Pustaka 
1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Faria Ummi Kulsum (2018)tentang 
tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah buruh 
pada CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon 
Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: Prosedur pengupahan pekerja di CV. Bangkit Jaya 
Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 
ini menggunakan sistem upah satuan waktu dimana para karyawan 
diberikan upahnya perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. 
Terkadang jika ada pekerja tambahan pekerja mendapat uph lembur. 
Dan untuk penentuan upah serta hal-hal yang terkait dengan hak dan 
kewajiban antara pemimpin dengan para pekerja sudah disepakati di 
awal perjanjian kerja walaupun terkadang pada prakteknya berbeda 
46 
 
seperti dalam pemberian upah tidak tepat waktu atau mundur, 
dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya perjualan batu split sepi, 
piutang yang belum terbayar sedangan barang harus selalu siap sedia 
akibatnya antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang hasilnya 
pengupahan terhadap terhadap para pekerja terpaksa sering ditunda, 
dari pelaksanaan praktik penundaan pembayaran upah buruh yang 
terjadi pada semua pekerja yang bekerja di CV. Bangkit Jaya dapat 
digaris bawahi bahwa terdapat pekerja yang merasa dirugikan dan ada 
pekerja yang merasa biasa-biasa saja menanggapi adanya pemberian 
pengupahan yang sering tidak tepat waktu sesuai perjanjian kerja 
diawal bekerjanya.  
2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Wahyu Nely Gayastri (2018) Praktik 
pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten 
Kendal dilaksanakan sebagai berikut: pertama, dengan menggunakan 
sistem moro anak yaitu pengupahan yang diberikan berupa anak sapi 
(pedet) yang biasanya anak sapi yang pertama yang digunakan sebagai 
bentuk upah. Kedua menggunakan sistem maro bathi yaitu 
pengupahan yang diberikan berupa keuntungan dari hasil penjualan 
sapi. Namun dalam pelaksanaan yang yerjadi di Kecamatan 
Plantungan ini Ajr (buruh) tidak dibayar dengan apa yang telah 
disepkati di awal akad. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai 
Ijarah nafs pada pengupahan atas jasa pemeliharan sapi di Kecamatan 
Plantungan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik 
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pemeliharaan sapi yang dilakuakan masyarakat Kecamatan 
Plantungan banyak yang menggunakan kata akad pengupahan atau 
menggunakan akad Ijarah, melainkan dalam pelaksanaannya 
masyarakat Plantungan lebih menggunakan sistem musharabah. 
3. Berdasarkan hasil penelitian oleh Herul Anam (2017) tentang 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Upah Dalam Perjanjian 
Kerja Panen Biji Kopi Diantara Pemilik Kebun Kopi Dengan Buruh 
Pemetik Biji Kopi bahwa Sistem pengupahan buruh biji kopi di Desa 
Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dengan 
cara tiga hal yaitu: buruh diberikan upah buruh harian yaitu duahari 
memetic untuk pe,ilik kebun dansatu hari untuk buru, ada yang 
menggunakan karung sebagai takaran dua karung untuk pemilik kebun 
dan satu untuk karung untuk buruh pemetik dab ada yang 
menggunakan uang sebagai upah buruh. Adapun syarat buruh di 
berikan upah adalah buruh harus menyelesaikan pekerjaan yang di 
perintahkan oleh pemilik kebun kopi dan buruh diberikan upah sesuai 
perjanjian dan besaran upah yang di berikan pemilik kebun kopi 
kepada buruh pemetik biji kopi yaitu menggunakan uang dan takaran 
berupa karung, takaran berupa karung bukan di lihat dari beratnya 
melainkan di lihat dari besaran karungnya sedangkan mengenai waktu 
pengupahan yaitu buruh diberikan upah ketika selesai memetik biji 
kopi tersebut. Bentuk perjanjian dalam hal ini adalah menggunakan 
lisan tidak menggunakan tulisan. Pemilik kebun kopi menanam dua 
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jenis biji kopi yaitu kopi lokal dan kopi sambung maka dengan 
demikian ada dari sebagai pemilik kebun kopi yang tidak puas dengan 
keuntungan yang sedikit sehingga mereka cacat dalam perjanjian 
mereka memberikan upah buruh tidak sesuai dengan perjanjian awal. 
Dengan demikian sebagai cara pemberian upah buruh di Desa Tegal 
Maja Kecamatan Tanjung tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena 
cara yang di lakukan tidak sesuai dengan apa yang jadi perjanjian oleh 
pemilik kebun kopi pada awal terjadinya perikatan. Berdasarkan 
tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian upah buruh dalam 
perjanjian kerja panen biji kopi antara pemilik kebun kopi dengan 
buruh pemetik biji kopi di Desa Tegal maja Kecamatan Tanjung 
Kabupaten Lombok Utara memberikan upah buruhnya tidak sesuai 
dengan hukum Islam, karena sebagai dari pemilik kebun kopi cacat 
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